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PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMOR

LV(Jenimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non
kapitasi }^ang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada
Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan
ketentuan Bab V huruf D angka 2 huruf b Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Puskesmas lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a
diatas, maka pemanfaatan dana non kapitasi jaminan
kesehatan nasional pada Puskesmas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu
diatur dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur.

b.

tviengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Sdatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003' Nomor 152. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4347 );

3.

4.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004/
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); £

v



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahur 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perunda.ng-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234)

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3'2 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah tera^hir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 J Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tmur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogai/
Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38); J



17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Oga Komering Ulu
Timur Tahun 2012 Nomor 2).

M EMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS LINGKUP

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : '

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

5. Tim Pengeiola BPJS adalah Tim yang selanjutnya disebut Tim Pengelola
BPJS adalah Tim Pengelola BPJS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas
adalah Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi miskin
dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh.

V. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan
pembiayaan pelayanan persalinan yang melipud Pelayanan ANC, deteksi
dini faktor resiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir, pertolongan
persalinan normal, pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau
penyulit pervaginam, pelayanan nifas dan bayi baru lahir, pelayanan KB
paska persalinan, pelayanan rujukan

8. Sasaran Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Sasaran
Jampersal adalah Ibu Hamil, Ibu Nifas sampai dengan 42 (empat puluh
dua) hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28
(dua puluh delapan) hari

9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmasadalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk
peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

lO.Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan /
kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumi'ah pelayanan kesehatan
yang diberikan.



ll.Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau
pelayanan lainnya.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan }rang selanjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemanfaatan
dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh
Puskesmas

BAB III

ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 3

(1) Pemanfaatan dana non kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan
mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi
kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas Kesehatan.

Pasal4 j
(1) Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dapat digunakan untuk :

a, pembayaran jasa pelayanan kesehatan;

b. pembayaran dukungan biaya operasional.

(2) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
sebagai berikut :

a. Untuk pelayanan rawat inap sebesar sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari pendapatan/penerimaan alas kln'm pelaya:ian yang (Hah
disetujui.

b. Untuk pelayanan persalinan sebeswr 100 % dari
pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan .yang telah disetujui.

3. Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pelayanan rawat inap sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.

b. Untuk pelayanan persalinan sebesar sebesar 0% (nol persen) dari
pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.

c. Biaya operasional tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan obat-obatan,,
reagensia dan bahan medis pakai habis *



Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan
kepada pelaksana pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal5

Pemanfaatan dana non kapitasi dilaksanakan dalam batas anggaran
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Kesehatan berikut perubahannya, sesuai peraturan perundangundangan yang
berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

rlal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, Peraturan
Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2015

kgai setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
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pada tanggal lfc> Oktober 2015
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